BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Inti prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR adalah
setiap negara berhak memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan SDA-nya
berdasarkan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat negaranya.
Selain itu, prinsip PSNR juga terkait dengan PMA, di mana negara tuan rumah dapat
mengundang penanam modal atau investor asing untuk menanamkan modal, barang, jasa,
teknologi maupun pengetahuan yang dibutuhkan untuk kegiatan pengelolaan SDA negara
tuan rumah. Kegiatan PMA tersebut dipastikan tidak boleh melanggar kedaulatan negara
tuan rumah atas kekayaan dan SDA-nya, serta tetap harus mementingkan kepentingan
pembangunan ekonomi nasionalnya. Dalam kegiatan PMA tersebut, negara tuan rumah
harus membuat ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya
dan hukum internasional. Lalu, negara tuan rumah dapat melakukan tindakan nasionalisasi
atau ekspropriasi terhadap penanam modal asing. Akan tetapi, negara tuan rumah dilarang
bertindak sewenang-wenang untuk melakukan tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi
tersebut, sehingga tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan alasan-alasan
kepentingan umum, keamanan atau kepentingan nasional negara tuan rumah. Prinsip PSNR
juga menegaskan pentingnya kesetaraan kedaulatan yang secara bebas dan bermanfaat bagi
setiap negara dalam memanfaatkan kekayaan alam dan SDA-nya, serta dalam melaksanakan
kedaulatan atas SDA-nya harus menghormati negara lain. Lalu, kerja sama internasional,
khususnya di bidang PMA, harus berdasarkan prinsip kesetaraan dan memperhatikan hak
setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga kerja sama internasional
tersebut harus ditujukan untuk memajukan pembangunan nasional yang mandiri di negara-
negara berkembang, serta penghormatan atas kedaulatan negara-negara berkembang atas
kekayaan alam dan SDA-nya.

Keberadaan prinsip PSNR diperkuat oleh CERDs, yang mengatur lebih rinci terkait
langkah-langkah bagi negara berkembang untuk menguasai, mengelola, mengatur dan
memanfaatkan SDA-nya secara mandiri, serta mengatur perilaku perusahaan transnasional

dan PMA, khususnya tindakan nasionalisasi dan ekspropriasi. CERDs merupakan kelanjutan
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dari Resolusi Majelis Umum PBB 3201/1974 dan Resolusi Majelis Umum PBB 3202/1974.
CERDs mengakui hak-hak negara, terutama ketika investor asing terlibat. Meskipun
dibangun di atas pemikiran yang sama dengan Resolusi Majelis Umum PBB PSNR, CERDs
pada dasarnya berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PSNR dalam hal penerapan hukum
internasional, terutama dalam penekanannya pada hukum domestik negara tuan rumah
untuk penyelesaian sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah. Selain itu, CERDs
juga mempertegas bahwa setiap negara harus melaksanakan kedaulatan permanen secara
penuh tidak hanya atas SDA-nya, namun juga atas semua kekayaan dan kegiatan ekonomi
nasional negara yang bersangkutan.

Dalam konteks negara Indonesia, prinsip PSNR yang terkandung di dalam Resolusi
Majelis Umum PBB PSNR tercermin di dalam UUD 1945 beserta amandemennya, khususnya
Pasal 33 ayat (2), (3) dan (5) UUD 1945. Pasal tersebut merupakan ketentuan yang terkait
dengan kedaulatan negara atas penguasaan cabang-cabang produksi yang dianggap penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta kekayaan alam dan SDA, agar
dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dapat terlihat bahwa para
pemimpin dan pemerintah Indonesia dalam menyusun UUD 1945 telah terdorong oleh
kebutuhan untuk mewujudkan hak untuk menentukan nasib sendiri dan memperkuat
kedaulatan negara atas kekayaan alam dan SDA yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu,
meskipun periode pembentukan UUD 1945 dibentuk sekitar tahun 1940-an, namun
pemikiran para pendiri bangsa Indonesia sangat visioner, yakni mereka memiliki pandangan
atau wawasan ke depan terkait perkembangan hukum internasional, dalam CERDs yang
terkait dengan kedaulatan negara atas penguasaan semua kekayaan, SDA dan kegiatan
ekonominya. Hal tersebut tercermin di dalam keseluruhan ayat yang diatur di dalam Pasal
33 UUD 1945. Negara dalam hal ini pemerintah Indonesia melaksanakan kedaulatan
permanen tidak hanya atas SDA-nya, melainkan juga atas semua kekayaan dalam hal ini
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak,
serta kegiatan ekonominya yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan prinsip PSNR yang
terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

Pengaturan lebih lanjut terkait kedaulatan negara Indonesia atas semua kekayaan,

SDA dan kegiatan ekonominya diatur dalam undang-undang, seperti UU Migas, UU
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Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta perubahannya. UU Migas dan UU Minerba
merupakan pengaturan SDA secara sektoral di Indonesia. Secara garis besar, keduanya UU
Migas dan UU Minerba dibentuk agar negara menguasai Migas dan Minerba sebagai SDA
strategis yang tak terbarukan, dapat dikelola secara optimal, efisien, transparan,
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2), (3)
dan (5) UUD 1945. Selain itu, UU Migas dan UU Minerba tidak hanya sebagai pengaturan
terkait penguasaan SDA, melainkan juga dapat dikatakan sebagai pengaturan terkait dengan
kegiatan ekonomi nasional dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor Migas
maupun pertambangan Minerba, yang dapat meningkatan pendapatan negara, memberikan
kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan
memperkuat industri dan perdagangan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU Migas dan UU
Minerba, beserta perubahannya sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung di dalam
Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak hanya
mengandalkan modal dalam negeri, melainkan juga mencari modal dari luar negeri dengan
cara mengundang penanam modal asing. Landasan hukum yang mengatur persoalan
penanaman modal telah diatur dalam UU Penanaman Modal sebagaimana diubah oleh UU
Cipta Kerja. Ketentuan UU Penanaman Modal sesuai dengan prinsip PSNR yang terkandung
di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR. Hal tersebut dapat terlihat bahwa UU
Penanaman Modal dibentuk agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan
prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia,
sehingga tujuan akhirnya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Artinya, pemerintah Indonesia memiliki
kedaulatan permanen atas kekayaan alam dan SDA-nya, yang mana pengelolaan dan
pemanfaatannya dapat dilakukan dengan cara mengundang penanam modal asing, serta
dipastikan tetap ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan
kepentingan pembangunan Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU
Penanaman Modal merupakan bentuk pengelolaan modal asing dalam melakukan

eksplorasi, pengembangan, serta pemanfaatan kekayaan alam dan SDA, yang bersifat
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nasional dan berdasarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ketentuan terkait PMA yang
diatur di dalam UU Penanaman Modal tidak hanya berdasarkan hukum Indonesia, melainkan
juga tetap mempertimbangkan hukum internasional. Selain itu, dalam UU Penanaman
Modal, tindakan nasionalisasi dapat dilakukan ketika pemerintah Indonesia membuat
undang-undang terlebih dahulu atas dasar kepentingan umum, keamanan atau kepentingan
nasional. Jumlah kompensasi atas tindakan nasionalisasi tersebut harus sesuai dengan harga
yang ditentukan berdasarkan cara yang digunakan internasional oleh penilai independen
yang ditunjuk para pihak. Yurisdiksi atas penyelesaian sengketa kompensasi tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu menggunakan jalur hukum nasional, dalam hal ini UU
Penanaman Modal, yakni diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Namun, jika
terdapat kesepakatan antara para pihak, maka terdapat kemungkinan penyelesaian
sengketa tersebut dilakukan di arbitrase internasional. Secara garis besar, konsiderans dan
penjelasan umum, serta beberapa ketentuan di dalam UU Penanaman Modal sesuai dengan
CERDs. Akan tetapi, ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas
tindakan nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi
tersebut tidak sesuai dengan CERDs.

Adapun beberapa putusan MK terkait pengujian materiil UU Migas, UU Penanaman
Modal dan UU Minerba. Putusan MK terkait pengujian UU Migas, yaitu Putusan MK 002 /PUU-
[/2003 dan Putusan MK 36/PUU-X/2012. Lalu, putusan MK terkait pengujian UU
Penanaman Modal adalah Putusan MK 21-22/PUU-V/2007. Kemudian, putusan MK terkait
pengujian UU Minerba, antara lain Putusan MK 25/PUU-VIII/2010, Putusan MK 30/PUU-
VII[/2010, Putusan MK 32/PUU-VIII/2010 dan Putusan MK 64/PUU-XVIII/2020. Tujuan
dari pengujian materiil di dalam MK adalah menguji ketentuan-ketentuan yang terdapat di
dalam undang-undang tersebut terhadap UUD 1945. Dengan adanya putusan-putusan MK
tersebut, substansi dari UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba sesuai lagi dengan
UUD 1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Terdapat beberapa penafsiran Pasal 33 UUD 1945
oleh hakim MK di putusan-putusan tersebut. Akan tetapi, dari beberapa putusan MK
tersebut, setidaknya hakim MK menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 pada kalimat “dikuasai oleh
negara”, seharusnya meliputi makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang
diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas SDA-nya. Selain itu, makna

“dikuasai oleh negara” juga termasuk pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat
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atas SDA-nya, yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 dengan memberikan mandat kepada
negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad),
pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan
(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
demikian, adanya putusan-putusan MK terkait pengujian UU Migas, UU Penanaman Modal
dan UU Minerba tersebut, agar ketentuan-ketentuannya dapat sesuai kembali dengan UUD
1945, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sehingga dapat diartikan sesuai juga dengan prinsip
PSNR yang terkandung di dalam Resolusi Majelis Umum PBB PSNR dan CERDs.

5.2  Saran

Pasal 33 UUD 1945, UU Migas, UU Penanaman Modal dan UU Minerba, beserta
perubahannya dan putusan MK terkait pengujian materiil undang-undang tersebut sesuai
dengan prinsip PSNR. Prinsip PSNR sendiri diperkuat oleh CERDs, terutama ketentuan
terkait PMA, khususnya mengenai tindakan nasionalisasi, kompensasi atas tindakan
nasionalisasi dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas kompensasi tersebut. Akan tetapi,
kehadiran CERDs kurang disambut baik oleh negara-negara industri maju, sehingga status
hukum CERDs masih berbentuk soft law dan tidak mengikat, serta tidak sekuat prinsip PSNR.
Hal tersebut dikarenakan ketentuan-ketentuan di dalam CERDs kurang mempertimbangkan
penerapan hukum internasional, melainkan lebih menekankan penerapan hukum nasional
negara tuan rumah, khususnya persoalan PMA. Selain itu, hampir seluruh ketentuan-
ketentuan di dalam CERDs lebih dominan menempatkan kepentingan dan pembangunan
ekonomi negara-negara berkembang. Meskipun demikian, substansi dari CERDs telah
memperkuat prinsip PSNR, serta mempertegas prinsip hukum perdagangan internasional
dan prinsip-prinsip umum hubungan ekonomi internasional.

Dikarenakan status hukum CERDs masih berbentuk soft law dan tidak mengikat, serta
ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas tindakan nasionalisasi
dan yurisdiksi penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi tersebut yang diatur
dalam UU Penanaman Modal tidak sesuai dengan CERDs, terdapat beberapa saran oleh
Penulis, antara lain:

1. Pemerintah Indonesia dan DPR selaku pembentuk undang-undang mengadopsi

ketentuan terkait tindakan nasionalisasi, pemberian kompensasi atas tindakan
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nasionalisasi dan yurisdiksi atas penyelesaian sengketa atas pemberian kompensasi
yang diatur di dalam CERDs tersebut dengan cara merevisi UU Penanaman Modal.

2. Para akademisi dari Indonesia untuk mengangkat persoalan ketentuan-ketentuan
CERDs tersebut di dalam penelitian karya ilmiahnya.

3. Para perunding yang mewakili kepentingan pemerintah Indonesia di forum-forum
perdagangan internasional untuk membawa isu ketentuan-ketentuan CERDs tersebut
dijadikan sebagai salah satu referensi dalam perundingan tersebut.

Jika upaya-upaya di atas dilakukan oleh negara Indonesia dan negara-negara berkembang
lainnya, maka hal tersebut dapat memperkuat status hukum CERDs yang semula berbentuk
soft law dan tidak mengikat, dapat menjadi suatu kebiasaan yang pada akhirnya dapat
diterima dan menjadi hukum internasional yang bersifat mengikat. Selanjutnya, ketentuan-
ketentuan CERDs tersebut memperkuat kedaulatan negara dalam mengatur
penyelenggaraan PMA dengan mengutamakan hukum, peraturan dan semua keadaan yang
dianggap relevan oleh negara tuan rumah, serta kesetaraan kedaulatan antar negara. Dengan
dilakukannya upaya-upaya di atas terhadap ketentuan-ketentuan CERDs tersebut,
penyelenggaraan kegiatan PMA di Indonesia lebih dapat dilaksanakan tanpa mengurangi
dan menghilangkan kedaulatan negara Indonesia atas SDA-nya, sehingga hal tersebut dapat
menghindari pelanggaran terhadap kedaulatan tersebut oleh pemerintah negara asing
ataupun penanam modal asing. Apabila kedaulatan negara Indonesia atas SDA-nya tetap
terlindungi, maka pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah Indonesia dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi negara Indonesia.
Dengan demikian, CERDs sebenarnya lebih menegaskan dan merinci kedaulatan negara atas
SDA-nya, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang
merupakan anggota G77 di PBB, untuk menyesuaikan hukum ekonominya, khususnya

persoalan PMA sesuai dengan CERDs.
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Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1803 (XVII) Tahun 1962
tentang Permanent Sovereignty Over Natural Resources.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3201 (S-VI) Tahun 1974
tentang Declaration on The Establishment of A New International Economic Order.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3202 (S-VI) Tahun 1974
tentang Programme of Action on The Establishment of A New International Economic
Order.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3281 (XXIX) Tahun 1974
tentang the Charter of Economic Rights and Duties of States.

Putusan International Arbitral Tribunal Tahun 1978 tentang Kasus Texaco Overseas
Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. Government of Libyan Arab Republic.

Putusan Mahkamah Internasional Tahun 1995 tentang Kasus East Timor (Portugal v.
Australia).

Putusan Mahkamah Internasional Tahun 2005 tentang Kasus Armed Activities on the
Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda).

Hukum Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4152) yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6525) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 /PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58 /PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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